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Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia (Luwiheningsih & Lintang,
2014) dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara (Juliasari, 2020; Malisngorar, 2018; Marpaung &
Suryani, 2019; Putra, Budiartha, & Dewi, 2020; Revita, 2017). Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki
peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Bangsawan, 2018;
Carter, 2019; Pratama, 2019; Santoso, 2014; Zuliah, 2017). Oleh karena itu, sebagai kepentingan terbaik bagi
kelangsungan hidup umat manusia kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati (Arliman, 2017; Carter, 2019;
Juliasari, 2020; Luwiheningsih & Lintang, 2014; Marpaung & Suryani, 2019; Sania & Utari, n.d).
Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu
ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak (N. V. Ariani, 2014).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi (Mubah, 2011; Pawestri & Wahyuliana, 2019; Siwi, 2018),

48



Impact implementation of law number 11 in 2012 concerning children's justice system ... 49

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya. Selain itu, cara hidup sebagian orang tua
yang telah membawa perubahansosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh
terhadap nilai danperilaku anak (Hariyadi & Arliman, 2018; W. Setiawan, 2017). Penyimpangan tingkah laku
atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri
anak tersebut (Purwanto & Septrianto, 2004; Yuliartini, 2019).

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai
kebebasan dan hak asasi anak (Aji, 2010; Pangemanan, 2015; Prasetyo, 2020). Perlindungan terhadap anak ini
juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Hulu, 2018). Perlindungan anak
yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hokum
(Abdurrachman, Sudewo, & Permanasari, 2015; Ardian, 2015; Mareta, 2016; Purnama, Krisnan, & Kurniaty,
2016). Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat
penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu padaUndang- Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal
yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11
Tahun 2012). Atas dasar itulah, alasan perubahan UU SPPA ini disebabkan beberapa hal berikut: pertama,
kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; kedua, tingkat tindak pidana dan
residivisme anak tidak mengalami penurunan; ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat,
pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk
sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu Legalistik (Diani Sedia Wati, 2014).

Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan sistem, sehingga pihak-
pihak yang terlibat harus melaksanakan amanat undang-undang secara profesional dan bermartabat agar tidak
terjadi kecurangan baik itu korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapatmenggangu kinerja aparat penegak
hukum misalnya dalam proses peradilan anak ini,, BAPAS memiliki peran yang cukup besar oleh karena
peran BAPAS dari proses penyidikan, penuntutanserta pengadilan harus hadir dalam proses Diversi. Disisi
lain faktor penilaian subjektif BAPAS juga cukup berpangaruh pada putusan hakim, oleh karena sebelum
hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mendengar dari pendapat BAPAS. Di samping peran yang
demikian tidakmenuntup kemungkinan muncul tindakan-tindakan yang negatif semisal (suap). Tindakan lain
adalah adanya pemaksaan agar terjadi proses perdamaian dari pihak Kepolisian dan Kejaksaanyang
merupakan hasil pendekatan (suap) keluarga pelaku dengan pihak Kepolisan dan Kejaksaan.Tentunya ketika
undang-undang telah berjalan akan nampak masalah-masalah yang menjadikelemahan dari Undang-undang
SPPA yang harus dihindari oleh berbagai pihak sehinggaimplementasi pelaksanaan undang-undang ini sesuai
tujuan pembentukan dan demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa
tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin
meningkat (UU SPPA No.11 tahun 2012). Indonesia adalah salah satu negara yang pernah meratifikasi
Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20
November 1989. Dalam Pasal 4 KHA dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif,
administrative dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi. Selain itu
dalamPasal 6 KHA dinyatakan: Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekatatas
kehidupan.

Satu dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap
deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (A World Fit for Children). Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak
Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian jugadituangkan dalam Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak dan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya
mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi
anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak (Ridwan Mansyur,2014).

Lapas II B yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merupakan Lapas untuk orang Dewasa
akan tetapi yang terjadi sekarang telah ada anak-anak yang melakukan tindak pidana dan harus di tahan.
Penangganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya ditangganin oleh lembaga
pemasyarakatan khusus anak namun dari Kabupaten Ketapang belum dapat mengusahakannya sehingga
penahanan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun dewasa disatukan dalam satu tempat
yang sama, yaitu Lapas kelas II. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan
pidana anak meletakkan pondasi perlindungan anak dengan pendekatan keadilan restoratif (N. M. I. Ariani,
Yuliartini, & Mangku, 2020; N. V. Ariani, 2014), yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku,
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korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan
dan keadilan restoratif tersebut diwujudkan melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari
proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana.

Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan sebagai subyek dalam pembinaan dan bukan sebagai
obyek pembinaan. Maksudnya, Anak merupakan manusia yang masih dihargai hak-haknya. Hal tersebut
terkait dengan penggunaan sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hal
demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari implementasi Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkembangan anak di Ketapang.

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Adapun metode analisis data
yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis data secara kualitatif diantaranya melakukan
reduksi data, triangulasi/penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi (Muin, 2013, 2014). Data yang
sudah dianalisis ini selanjutnya akan disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis. Metode penelitian
merupakan suatu cara ataupun teknik yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data serta
menganalisisnya agar diperoleh suatu kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian. Analisis ini didahului
dengan tinjauan dari beberapa pemangku kepentingan sambil mengumpulkan data tentang tindakan mereka,
minat mereka, persepsi, perilaku pengalaman, pemikiran dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana
anak di Ketapang. Key informan dalam penelitian ini yaitu anak yang dinarapidana, Kepala Lapas dan
pegawai Dinas Sosial, LKPA Kalimantan Barat. Analisis dilakukan terkait dengan pengumpulan tulisan dan
teks atau pengamatan langsung dari perilaku atau peristiwa yang terjadi, atau melalui wawancara mendalam
dari para pemangku kepentingan ini. Sumber data atau informan penelitian, pemikirannya relevan dan
mengetahui tujuan penelitian yang ingin dicapai. Sumber data dari wawancara mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting. Untuk mencapai puncak
perkembangan yang optimal, terutama pada periode perkembangan anak (Kertamuda, 2015).Definisi dari
pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan ukuran sel serta jaringan interselular (Dardjito, Sistiarani, &
Nurhayati, 2014; Nurti, Sari, & Murtiyarini, 2020),yang juga berarti bertambah pula ukuran fisik dan struktur
tubuh sang anak (Ngura & Tia, 2018; Rini & Wijaya, 2016; Zogara, 2017). Sedangkan,perkembangan anak,
yakni menggambarkan adanya kenaikan pada kematangan fungsi individu (Ahmad Susanto, 2011).
Pertumbuhan dan perkembangan anak sudah seharusnya diperhatikan dan dijaga dengan baik,karena dua hal
tadi adalah indikator penting dalam mengukur status kesehatan anak (Fitriani & Oktobriariani, 2017), yang
nantinya akan berpengaruh pula pada kualitas hidup anak (Ahmad, 2017; Soetjiningsih, 2018). Sehingga
dalam hal ini peran dari lingkungan terdekat anak khususnya sangat penting (Taubah, 2015).

Hambatan-hambatan yang timbul dalam mewujudkan implementasi Perlindungan hukum terhadap anak,
yaitu sarana dan pra sarana yang terkait dengan proses penahanan (Sufriyatna & Unisba, 2012). Dalam hal
ini, khusus kasus anak, seorang anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat ditahan selama 15 hari. Hal
demikian dikarenakan kasus anak ini ada di Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Kalimantan barat,
dimana ada keterbatasan waktu karena jarak antara Kabupaten Ketapang ke Kecamatan Manismata yang
cukup jauh, dan Belum ada RPKA (Ruang Pelayananan Khusus Anak). Hal ini juga diperlukan dikarenakan
berkaitan dengan mental anak yang terkadang sulit untuk diajak berkomunikasi.

Lapas II B yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merupakan Lapas untuk orang Dewasa
akan tetapi yang terjadi sekarang telah ada anak-anak yang melakukan tindak pidana dan harus ditahan.
Penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya ditangani oleh lembaga
pemasyarakatan khusus anak namun dari Kabupaten Ketapang belum dapat mengusahakannya sehingga
penahanan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun dewasa disatukan dalam satu tempat
yang sama, yaitu Lapas kelas II.

Komentar Responden 1 (Kepala Lapas)

Berdasarkan wawancara dengan Responden 1

“ karena keterbatasan sarana dan gedung lapas, walaupun antara napi dewasa dan anak di bedakan ruang gedung, tetapi
tidak menutup kemungkinan adanya aktivitas dan interaksi antara anak dan napi dewasa, sehingga memengaruhi proses
tumbuh kembang anak selama di lapas. Dan berdampak negatif bagi perkembangan anak tersebut”
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Implementasi perlindungan hak bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya pada tahap
penyidikan pada praktiknya masih menemui hambatan yang mengakibatkan penerapannya tidak maksimal.
Penempatan ABH dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Dewasa dengan berbagai latar belakang
pertimbangannya memunculkan permasalahan yang potensial mendatangkan turunan permasalahan besar
lainnya. Permasalahan utama ABH yang ditempatkan/dititipkan di Lapas Dewasa adalah terkait dengan
pemenuhan hak-hak dasar anak. Anak tidak dapat di perlakukan sama dengan orang dewasa, dalam ukuran
kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggar-pelanggar anak dengan orang yang sudah dewasa,
sudah seharusnya anak mendapat perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Komentar Responden 2

Berdasarkan wawancara dengan Responden 2 (Pegawai Dinas Sosial)

“Kenyataan di lapangan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, masih terdapat tahanan dan napi anak yang
ditempatkan di luar LPKA. Alasan yang ditemui adalah: tahanan anak yang sedang menunggu proses penetapan
pengadilan dititipkan di Rutan karena di kabupaten tidak ada LPKS atau LPAS, dan NAPI anak ditempatkan di Lapas
karena permintaan orang tua atau keluarga agar bisa sering berkunjung, dekat dengan rumah orang tuanya”

Sebenarnya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun sosial.
Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), jika perilaku anak yang diduga
melakukan tindak pidana, formal Terbitnya UU-SPPA sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan
Perlindungan bagi pelaku, korban dan saksi tindak pidana berusia anak-anak. Pada ayat (2) huruf a dan huruf
b anak-anak dibawah umur yang diduga menjadi pelaku tindak kriminal, maka penegak hukum wajib
mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi (pengalihan kasus). bahkan
diskresi (penghentian kasus).

Berdasarkan wawancara dengan QI1( Anak pelaku Kejahatan) diketahui bahwa yang masih berstatus
pelajar SMA yang ditahan oleh pihak kepolisian, dan sudah di tetapkan sebagai tahan, di lapas kebupaten
Ketapang, dengan kasus menyodomi anak guru, dan anak tersebut tidak merasa melakukan kejahatan seperti
yang dituduhkan. Selanjutnya, berdasarakan wawancara lebih mendalam, diketahui bahwa orang tua anak
tersebut memiki hutang dengan guru yang adanya dikatakan mengalami sodomi, Anak tersebut di jemput
(ditahan di kantor polisi Kabu. Ketapang, untuk selamnjutnya di tahan di Lapas )

Berdasarkan wawancara dengan Responden 1 mengatakan bahwa,

“selama di lapas anak tersebut menunjukkan karakter dan sifat yang baik (sholat) dan tidak pernah melakukan tindakan
yang buruk, dikarenakan rajin dan sering membantu di dalam lapas. Sebagai kepala lapas saya tidak memiliki
kewenangan untuk menindak lanjuti keluhan anak tersebut, yang merasa tidak melakukan kejahatan, dikarenaan sudah
adanya keputusan bahwa anak tersebut barsalah dan ditempatkan di lapas ini”’

Penerapan diversi dan restorative justice sudah seharusnya lebih di utamakan bagi anak pelaku tindak pidana
(Sahetapy, 2012), sekalipun mereka melakukan kejahatan seksual dan bukan menekankan pada pemberian
hukuman pidana (Kaimuddin, 2016; Pradityo, 2016; Purwanti, 2019; Yusnita, 2018). Tindakan diversi dapat
dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan
(Sari, 2013; D. A. Setiawan, 2017). Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek
negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan harapan anak pelaku
tindak pidana kejahatan seksual dapat memperbaiki diri dan selanjutnya dibina oleh pihak yang berwenang
agar kedepannya anak tersebut bisa menjadi lebih baik. UU SPPA secara tegas, mengamanatkan bahwa pada
anak yang berusia dibawah 12 tahun, tidak memiliki kewajiban untuk menempati penjara. Proses diversi, dan
restorative justice, dapat dilakukan jika tindakan yang dilakukan mendapatkan ancaman dibawah 7 tahun, dan
bukan merupakan pengulangan tidak pidana.

Bahkan proses diversi ini dapat dilakukan saat anak berada pada proses penyidikan, penuntutan atau
sebelum persidangan (UU SPPPA pasal 7), sehingga anak terhindar dari penahanan dan pemenjaraan.
Berbeda halnya pada anak yang berusia diatas 12 tahun, tindakannya diancam lebih dari 7 tahun dan berupa
pengulangan, maka anak akan menjalankan proses hukum. Kecuali anak yang telah melampaui batas umur
18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak harus diajukan
ke sidang Anak. Proses Diversi sangat melindungi anak dari perampasan hak-hak anak (Pangalila, 2018),
karena bertujuan agar anak mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara
Anak di luar proses peradilan. Selanjutnya juga menghindarkan anak dan perampasan kemerdekaan,
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan tanggungjawab terhadap anak.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu
batasan umur tertentu. Di tiap-tiap Negara tidak ada yang sama dalam menentukan batas usia, misalnya di
Inggris batas usia tahun, Denmark 15 tahun. Batasan usia anak tersebut sangat penting dalam proses
penyelesaian perkara pidana, karena hal tersebut akan di pergunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui
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seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana termasuk kategori anak atau bukan, yang nantinya
akan di jadikan pandangan oleh penegak hukum dalam menentukan peraturan perundang-undangan mana
yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana yang telah dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Q2 ( Anak pelaku Kejahatan) diketahui bahwa

selama di lapas anak tidak mendapat hak dasar pendidikan dan hak mendapat perlindungan dan bantuan hokum, hanya
sebatas kebutuhan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan. Belum ada program pengembangan yang dapat
mengembangkan minat dan bakat anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini
seringkali diposisikan sebagai objek dan cendrung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak
sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus
dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dengan demikian anak akan terbebas dari proses
pemenjaraan dan penahanan. Apabila anak pelaku pencabulan masuk proses hukum, maka anak harus
melalui serangkaian proses, mulai dari penangkapan, penyidikan dan penyelidikan, penuntutan sampai
akhirnya persidangan. Bentuk putusan yang diterima anak dapat berupa kembali ke orang tua, mendapatkan
rehabilitasi pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS, atau diputus pidana penjara
sebagai seorang narapidana anak. Tentu saja proses pemidanaan anak sangat tidak diharapkan, karena
setidaknya akan mempengaruhi pada kehidupan anak selanjutnya. Meski anak diputus untuk mendapatkan
pembinaan dari lembaga sosial namun anak sudah terlanjur menjadi penghuni rumah tahanan, dengan
berbagai pengalaman dan kehidupan selama dalam sel tahanan.

Penahanan anak bisa di Rumah Tahanan (Rutan) khusus anak, atau Rutan dewasa, jika wilayah
hukumnya tidak terdapat Rutan anak, atau di ruang tahanan kantor Kepolisian setempat. Anak akan
menjalankan penahanan minimal selama 20 hari berada di sel tahanan. Kondisi tersebut tentunya akan sangat
mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Masih adanya anak-anak berada dalam psoses hukum yang
selanjutnya mendapatkan vonis penjara sebagai narapidana anak, tentunya berlawanan dengan semangat
bahwa pemenjaraan anak sebagai “last resort”, dan pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang
keadilan dari Retributive Justice ke Restorative Justice dan Diversi. Berdasarkan hal tersebut, maka melalui tulisan
ini akan dipaparkan anak-anak pelaku kejahatan seksual yang menjalankan proses hukum.

Pada kasus di Kabupaten Ketapang ada anak yang berusia dibawah 16 tahun, bahkan ada diantaranya
yang sudah memiliki anak sebagai hasil hubungan diluar nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak
tersebut telah melakukan aktivitas seksual secara dini. Hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor yang
berperan pada anak yang melakukan aktivitas seksual dini karena pubertas lebih awal, kemiskinan, prestasi
akademis yang buruk, tidak memiliki tujuan akademis dan karier (Irmayani, 2019), memiliki pengalaman
pelecehan seksual atau penelantaran oleh orang tua. Berdasarkan kasus diatas jelas menunjukkan bahwa
putus sekolah sebagai gambaran tidak memiliki tujuan akademis untuk masa depannya. Masih kuatnya
anggapan bahwa perilaku seksual pada anak-anak dibawah umur, merupakan perilaku yang melawan norma
yang berlaku di masyarakat, maka konsekuensi pelaku harus dihukum.

Kasus Q2
Anak tersebut tetap dilaporkan ke polisi dan ditahan, walaupun anak tersebut bersedia untuk bertanggung jawab terhadap
kehamilan korban, dan sebenarnya kasus anak berkonflik hukum, berusia dibawah 12 tahun memiliki hak untuk
mendapatkan diversi, akan tetapi dikarenakan tidak adanya bantuan hokum maupun badan yang perlindungan anak di
daerah untuk anak tersebut, maka anak itu tidak mendapatkan diversi, antara pikah korban dan anak sebagai pelaku
kejahatan.

Meski sebenarnya pelaku merupakan korban dari kondisi di dalam keluarga atau lingkungan yang kurang
mendukung bagi anak, sehingga anak terjerumus kedalam perilaku asusila. Anak dilaporkan oleh orang tua
korban, ke Kepolisian terdekat, sehingga anak harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Sebagai
pelaku yang disangkakan melakukan pelecehan seksual maka anak harus dihukum. Kemudian anak akan
melalui proses hukum dan merasakan kehidupan dalam Rumah Tahanan, minimal 20 hari. Selama proses
penahanan mereka berada dalam sel berukuran 2x3 meter dengan jumlah penghuni 5-6 orang, dengan kamar
dan toilet di dalam ruangan. Mereka tidur berdempet-dempetan. Kesehariannya hanya menunggu sampai
proses persidangan, tanpa ada kegiatan. Untuk mengisi waktu luang, mereka hanya berinteraksi dengan
sesama teman dalam sel, kadang-kadang ada kesempatan untuk berinteraksi dengan penghuni lain yang ada di
Lapas/Rutan terutama saat sembahyang, sehingga perasaan jenuh, sedih, penyesalan, kesepian sering timbul
selama mereka ditahan.

LPKA Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pembinaan selain menjalani masa tahanan juga dibina
guna memperbaiki diri dan dapat menguasai bidang-bidang tertentu supaya kelak setelah masa hukuman
selesai mempunyai bekal ketrampilan, dan inilah merupakan tanggung-jawab yang disandang oleh LPKA
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dalam hal mempersiapkan resosialisasi anak pelaku kejahataa, yang merupakan peranan Lembaga Pembinaan
Khusus Anak dalam mempersiapkan resosialisasi anak pelaku kejahatan adalah memberikan pembinaan bagi
anak pelaku kejahatan.

Kementar R 3 (LPKA Provinsi Kalimantan Barat)

Pembinaan tersebut meraneka ragam seperti yang diungkapkan R3 mengatakan :

“Jika membahas tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi
Kalimantan Barat sangat kompleks ya, dikarenakan berbagai keterbatasan yang ada, sarana, prasarana maupun sumber
daya manusia yang ada, tapi LPKA itu memiliki peranan yang sangat penting, merupakan tempat bagi anak-anak agar
selama menjalani proses pembinaan terpisahkan dari narapidana dewasa dan memberikan berbagai pembinaan bagi anak
pelaku kejahatan” .

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diatas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Kalimantan
Barat, seharusnya selain memberikan pembinaan kepribadian yang memulihkan harga diri anak pelaku
kejahatan, juga berusaha menunjukkan pada anak pelaku kejahatan bahwa diri mereka masih memiliki
potensi produktif. Anak pelaku kejahatan disadarkan bahwa setelah masuk ke dalam LPKA dan menjadi anak
pelaku kejahatan bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Anak pelaku kejahatan sebagai
seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya. Sehingga ini menjadi tanggung
jawab LPKA dalam membekali anak pelaku kejahatan agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan
hidupnya secara mandiri.

Pengalaman menunjukkan bahwa umumnya anak berkonflik hukum adalah mereka yang berasal dari
keluarga yang menghadapi masalah ekonomi maupun sosial. Masalah mulai muncul saat keluarga mengalami
kemiskinan dan/atau disfungsi keluarga. Sehingga tekanan teman sebaya dalam kaitannya dengan perilaku
melanggar hukum atau ajakan berbuat cabul menjadi daya tarik tersendiri. Pengaruh teman sebaya yang
sama-sama putus sekolah atau kurang memiliki kegiatan positif, telah menjerumuskan anak berhadapan
dengan hukum. Proses hukum yang harus dijalani anak mulai dari dari penahanan, penyidikan, penyelidikan,
penuntutan dan putusan, minimal selama 150 hari. Bagi anak berusia dibawah 12 tahun dapat di putus
pengadilan untuk memperoleh pembinaan di LPKS, sedangkan anak-anak diatas usia 12 tahun, dapat diputus
untuk mendapatkan pembinaan dalam Penjara (LP anak) atau pembinaan di LPKS. Sebenarnya kasus anak
berkonflik hukum, berusia dibawah 12 tahun memiliki hak untuk mendapatkan diversi, akan tetapi pandangan
masyarakat terhadap anak sebagai pelaku pencabulan dianggap dapat meresahkan masyarakat, dan
permintaan ganti rugi terhadap keluarga pelaku yang melampaui kemampuannya, sehingga mengharuskan
anak menjalani proses hukum.

Namun demikian anak masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan diversi, yang dapat diperoleh saat
penyidikan di Kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan putusan peradilan oleh Hakim. Namun demikian
anak telah melampaui penahanan, baik di Rutan maupun di penjara atau LP, dengan status sebagai tahanan.
Pemberlakuan diversi terhadap anak-anak pada semua tingkatan, bertujuan untuk mengurangi efek negatif
(negative effect) dari keterlibatan anak selama proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah
anak ditahan dan dipenjara, mereka merasakan penyesalan, serta tidak senang berada di penjara karena tidak
adanya lagi kebebasan, bahkan merasa terbuang. Belum lagi stigma sebagai anak pidana, setidaknya akan
mempengaruhi kehidupan psikologis anak.

Implementasi perlindungan hak bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya pada tahap
penyidikan pada praktiknya masih menemui hambatan yang mengakibatkan penerapannya tidak maksimal.
Bila diklasifikasikan permasalahan yang menghambat implementasi perlindungan hak bagi anak sebagai
pelaku tindak pidana, LPKA belum tersebar di seluruh tingkat kota/kabupaten di Kalimatan Barat sehingga
menghambat akselerasi penyidik dalam penanganan kasus Anak, belum semua kota/kabupaten di Kalimatan
Barat mempunyai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan lembaga penempatan anak
sementara (LPAS) sehingga Anak terkadang ditempatkan di ruang tahanan Kepolisian yang tidak memenuhi
kualifikasi sesuai UU SPPA dan sangat dimungkinkan tidak terpenuhinya hak Anak selama proses
penyidikan. Pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Ketapang, hanya
sebatas kebutuhan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan. Selanjutnya, belum ada program pengembangan
yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak untuk mengisi waktu penahanan. Pola pembinaan masih
disamakan dengan pola pembinaan terhadap tahanan dewasa. Hambatan eksternal lainnya adalah kesadaran
masyarakat tentang perlindungan hak Anak yang masih relatif minim, sehingga masyarakat masih melihat
Anak dari sudut pandang sosial sebagai pelaku kejahatan yang harus diberi sanksi.
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Simpulan

Implementasi Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Perkembangan
Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Ketapang belum terlaksana secara baik. Hal tersebut dapat
disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, aparat penegak
hukum yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik anak masih kurang, atau hakim anak yang masih sedikit
jumlahnya, serta kemungkinan belum siapnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penerapan sistem
peradilan pidana anak secara utuh. Implementasi perlindungan hak bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana,
khususnya pada tahap penyidikan pada praktiknya masih menemui hambatan yang mengakibatkan
penerapannya tidak maksimal. Bila diklasifikasikan permasalahan yang menghambat implementasi
perlindungan hak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. LPKA belum tersebar di seluruh tingkat
kota/kabupaten di Kalimatan Barat sehingga menghambat akselerasi penyidik dalam penanganan kasus
Anak. Hal demikian karena belum semua kota/kabupaten di Kalimatan Barat mempunyai lembaga
penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan lembaga penempatan anak sementara (LPAS). Sehingga Anak
terkadang ditempatkan di ruang tahanan Kepolisian yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai UU SPPA dan
sangat dimungkinkan tidak terpenuhinya hak Anak selama proses penyidikan. Hambatan eksternal lainnya
adalah kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak Anak yang masih relatif minim, sehingga masyarakat
masih melihat Anak dari sudut pandang sosial sebagai pelaku kejahatan yang harus diberi sanksi.
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